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KEPUTUSAN SEKRETARIS I(OMISI PEMILIHAN UMUM XABUPATEN LANDAX TENTANG PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAT PENGETOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI TINGKUNGAN
KOMISI PEMIIIHAN UMUM KABUPATEN TANDAK

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi pemirihan umum Nomor s33/HK.04-
Kpvo3/KPu/xl/2o20 tentang pedoman pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan umum provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti uu No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,
Bupati dan walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2O2O
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun ZO15 tentang penetapan peraturan
Pemerintah PenBganti uu No- l Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan
walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6547); UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109); pp Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan rnformasi Hukum Nasional; peraturan
Menteri Hukum dan HAM No. 08 Tahun 2019 tentang Standar pengelolaan
Dokumentasi dan lnformasi; pKpU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KpU, KpU
Provinsi dan KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik rndonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan KpU No. 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan KpU No. g Tahun 2019 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik tndonesia Tahun
2021 Nomor 786); PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KpU, Sekretariat KpU provinsi, dan
Sekretariat KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik tndonesia Tahun 2020 Nomor
1236); Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 533/HK.O4-Kpt/03 lKpU/XtlzOZO
tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan KpU,
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan prosedur Standar Operasional
Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan KpU Kab Landak;
Menetapkan Prosedur Standar Operasional ini : prosedur Standar Operasional
Penyusunan Keputusan (PU Kab Landak; prosedur Standar Operasional penyusunan
Keputusan Sekretaris KPU Kab Landak; dan prosedur Standar Operasional
Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Landak.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2O2l .

Lampiran 4 Halaman.
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